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Setelah bergabunsrya Kabupaten Bone Bolango pada Badan .Kerjasama

Utara-Utara sesuai kesepahaman di Den Hag Belanda tanggal 10 Mei 2017,

maka disepakati dilakukan Adendum atas Nota Kesepahaman Kerjasama

Utara-Utara tanggal 17 September 2OL4.

Pada hari ini Kamis, tanggal DeLapan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas

bertempat di Kabupaten Bone Bolango Kami yang hrtanda tangan dibawah

ini:



l.IITDRA YASIIT

2. AilIRUDIIT RAI,F

3. DTPRI FOilTOH

: Selaku Bupati Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Gorontalo

Utara Provinsi Gorontalo yang berkedudukan di

Jalan Kusnodanupodjo Desa Molingkapoto

Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara

yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.75-

7152 tanggal 6 Desember tahun 2Ol3 yang

selanjutnya disebut PIIIAK IIESATU.

: Selaku Bupati Buol Proyinsi Sulawesi Tengah

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buol

Provinsi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di

Jalan Batalipu Keluralun Leok II Kecamatan Biau

Kabupaten Buol yang dianskat berdasarkan

Keputusan Menteri Dalan Negeri Republik

Indonesia Nomor: 131.71-645 tanggal 12 Oktober

tahun 2OL2 yang seLanjutnya disebut PIIIAK
KTDUA.

: Selaku Bupati Bolaang Mondow Utara Provinsi

Sularvesi Utara dalam hal ini bertindak dalam

jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi

Sulawesi Utara yang berkedudukan di Jalan Trans

Sulawesi Desa Buroko Kecamatan Kaidipang

Kabupaten Bol,aang Mongondow Utara yang

diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam

Negeri Republik Indonesia Nomor: 13L.71-487

tanggal 30 Juli tahun 2013 yang selanjutnya

disebut PIIIAI! I(B[IGA.



4.IIAUIU FOU : Sel,aku Kepala Daerah Kabupaten Bone Bolango,

dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk
dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bone

Bolango yang berkedudukan di Jalan Prof. DR.

Ing. B.J. Habibie Nomor 01 Kompleks Pusat

Pemerintatran Kecamatan Suwawa Kabupaten

Bone Bolango yang diangkat berdasarkan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik

Indonesia Nomor: 131.75-554 tanggal 12 Februari

tahun 24rc yang selanjutnya disebut PIHAK

IIEE.ilPAT

5.SYAUSU QAUAR BAIIU : Selaku Rektor Universitas Negeri Gorontalo, dalam

hal ini bertindak dahm jabatannya untuk dan atas

nama Universitas Negeri Gorontalo yang

berkedudukan di Jalan Jenderal Sudir:rran Kota

Gorontalo yang dia4gkat berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Tingg Republik Indonesia

Nomor: 193/MPK.A4|I<P|2OL4 tanggal 10

September tahun 2Ol4 yang selanjutnya disebut

PIHAIT IIF;LIUA.

PIIIAK KESATII, PIII/IK I(EDUA, PIHAX I(EIIGA, PIHAK XEF,UPAT, dan

PIIIAIT KELIUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dalam rangka pemenuhan Kerja Sama Pembangunan arrtar Daerah, PARA

PIIIAII sepakat membuat Nota Kesepahaman yang selanjutnjra disebut

"Memoran&tm of Underctand@' tetang Kerjasama Utara-Utara dengan

ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal I
UAX,SUD DAil TUflIAII

1. Memnmndum of Understanding ini dibuat dengan maksud untuk digunakan

sebagai dasar melakukan Kerjasama Daerah dalam rangka menciptakan

keterpa.duan pembangunan antar kawasan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan dengan prinsip saling membutuhkan, saling



mendukung, serta saling memperkuat untuk peningkatan kesejatrteraan

masyarakat sesuai dengan potensi yang dirniliki masing-masing PARA

PIII,AIL

2. Memaran&tm of Und.erstanding ini bertujuan untuk meninglatkan

perekonomian daerah dan kesejahteraan ralryat.

Pesal 2

O&'EK DAIT RI'AITG LIilGXI'P XERJASAUA

Objek dan Ruang Lingkup Kerjasama dala:rr Mqroran&tm of Understanding

ini meliputi:

a. Pertanian , Perkebunan dan Peternakan;

b. Perikanan dan Kelautan;

c. Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;

d. Pariwisata;

e. Kehutanan dan Lingkungan Hidup;

f. Infrastruktur dan Perhubungan;

g. Pendidikan dan Sosial Budaya;

h. Kesehatan;

i. Pertambangan dan Energi;

j. Tapal Batas dan;

k. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan ya-ng dipandang relevan oleh PARA

PIHAK"

Pasel 3

BIAYA

1. Pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua)

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-

masing PARA PIIIAK serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

2. Biaya yang timbul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

tanggungiawab PARA PIIIAI( sesuai dengan aktivitas dan/atau kontribusi

masing-masing.

3. Dalam hal pelaksanaxr Memarundum of Understanding ini apabila membebani

daerah dan masyarakat dan/atau menggunakan anggaran dan aset daerah,

maka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

pada masing-masing PARA PIHAII.
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Pasal 4

JAITGIIA WAIflI'
Memntandum of tJnderstanding ini berlaku dalam jangka walrtu paling lama 5

(lima) tahun sejak ditandatangani dan akan ditindaklaqiuti dalarn bentuk

Perjaqiian Kerjasama oleh PARA PIIIAK, dan dapat diperpanjang kembali

berdasarkan persetujuan PARA PIHAIL

ApabiLa Memorandum of Understanding ini akan diperpanjang, maka

perpaqjangan dimaksud sudah disepakati oleh PARA PIIIAI( paling

lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Memorandttm of Understanding

ini berakhir.

Dalam pelaksanaan Memorandum af Understand.ing ini akan diadakan

evaluasi kerja paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 5

PELA.KSAIIAAT

Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Memarandum of

Urderstnndfu ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama

antara PARA PIHAK.

Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan

dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh

PARA PIIIAIT.

ksal6
I(EIEil'rt'AIT LIUil.TAIIT

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan

dalam petraksanaan Memomndum of Understanding ini, pennasalahan

tersebut akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh PARA

PTHAI(

Memomndum of tlnderstanding ini dapat berakhir atau batal dengan

sendirinya apabila terjadi:

a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebljakan

pemerintah yang tidak memungkinkan hrlangsungnya Memarandum of
Understanding ini; dan



b. keadaan kahar $ore majeurcl apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan

para pihak.

3. PIHAK yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b wajib memberitahukan kepada PIHAK liainnya secara tertulis.

4. Untuk memperlancar hubungan antara PARA PIHAK, maka akan

dibentuk Badan Kerja Sama Utara-Utara (BKSU) sebagai sekretariat

bersama yang dikoordinir oleh Sekretaris Jenderal.

5. Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam

Memnrandum of {lnd.erstarding ini akan dituangkan kemudian dalam bentuk

adden&tm yang merupakan bagian tak terpisahkan dati l,temarandum of
Understanding trri atas dasar persetujuan PARA PIIIILK.

Pasel 7

?EITUTUP

Memomndum of Und.erctanding ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA

PIHAI( dalam rangkap 6 (enam) yang bermaterai cukup, masing-masing

tertulis sama pada kertas yang sama dan memiliki kekuatan hukum yang

satna- untuk masing-masing PARA PIIIAIL
:. 'r "- :..
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